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PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA

SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA

NOMOR 1 TAHUN 2009

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN BANGKA TAHUN 2005 - 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

bahwa untuk memberikan landasan arah penyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan dan peningkatan pelayanan
masyarakat perlu konsepsi penyelenggaraan Pemerintahan
dan Pembangunan Daerah jangka panjang berdasarkan
pada prinsip-prinsip penyelenggaraan otonomi daerah yang
dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun
yang memuat Visi, Misi dan Arah Pembangunan,;

bahwa Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
mengamanatkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD) ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten
Bangka Tahun 2005-2025 vyang ditetapkan dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Bangka,

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat Il dan Kotapraja di Sumatera
Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1821);

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4033);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4389);



10.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4700);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437);

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2004-2009
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
11);

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan
Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka
Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA

Menetapkan

Dan
BUPATI BANGKA

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KABUPATEN BANGKA
TAHUN 2005 - 2025.



BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

10.

11.

12.

13.

Daerah adalah Kabupaten Bangka.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
Penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Bupati adalah Bupati Bangka.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJPD
adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua
puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat
RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5
(lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan program Bupati
dengan berpedoman pada RPJPD serta memperhatikan RPJM Nasional.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode
perencanaan.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan
untuk mewujudkan visi.

Pelaku Pembangunan adalah pelaku pembangunan yang terdiri dari Pemerintah
Kabupaten Bangka, Swasta atau Masyarakat secara sendiri-sendiri atau bersama-
sama termasuk ulama, Masyarakat Hukum Adat, kelompok Profesi, kelompok
Minat dan Badan Hukum.

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang
tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang
tersedia.

Pembangunan adalah rangkaian kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan dilakukan secara terencana dan
berkelanjutan, dengan memanfaatkan dan memperhitungkan kemampuan sumber
daya, informasi dan kemajuan teknologi serta memperhatikan perkembangan
global.

Pembangunan Daerah adalah pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah
Daerah dan masyarakat pada berbagai bidang yang ada di daerah secara terarah
dan berkelanjutan melalui pendayagunaan segenap sumber daya dan potensi
spesifik daerah dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi
serta memperhatikan tantangan perkembangan global untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat di daerah secara merata dan berkeadilan.

Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses pengambilan keputusan
kebijakan dan program pembangunan daerah oleh Pemerintah Derah yang
dilakukan secara terpadu bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah
dengan memanfaatkan dan memperhitungkan kemampuan sumber daya,
informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan perkembangan
global.
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15.

(1)

(2)

3)

(4)

(1)

(2)

(1)

(2)

Pengendalian Pembangunan adalah suatu proses kegiatan pemantauan dan
penilaian rencana atas pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan
untuk selanjutnya diambil tindakan korektif bagi penyempurnaan dan
perkembangan lebih lanjut yang mencakup pengendalian terhadap sistem,
program, kegiatan dan perencanaan pembangunan ini dilakukan melalui
pengembangan indikator pembangunan.

Koordinasi adalah suatu proses interaksi melalui komunitas dan dialog antar
pelaku pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan keterpaduan dan
sinergi bagi upaya pencapaian tujuan, sasaran, pemanfaatan sumber daya, dan
pemecahan konflik kepentingan.

BAB Il

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH DAN RUANG
LINGKUPNYA

Pasal 2

RPJPD merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang
Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai
dengan tahun 2025.

RPJPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini merupakan
satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman dalam
Penyusunan RPJMD yang memuat Visi, Misi dan Program Bupati.

RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dengan memperhatikan
RPJM Nasional.

Pasal 3

Ruang lingkup RPJPD mencakup strategi dan arah Pembangunan Daerah untuk
Jangka Panjang 20 tahun kedepan dan landasan filosofis bagi upaya percepatan
Pembangunan Daerah sampai dengan batas ruang daratan, ruang lautan dan
ruang udara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

RPJPD sebagaimana dimaksud ayat (1) berisi :
a. Visi dan misi;
b. Arah pembangunan Jangka Panjang Daerah.

Pasal 4

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindarkan
kekosongan rencana pembangunan Daerah, Bupati yang sedang memerintah
pada tahun terakhir Pemerintahannya diwajibkan menyusun Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) untuk tahun pertama periode pemerintahan Bupati
berikutnya.

RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk
menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun pertama
periode Pemerintahan Bupati berikutnya.



BAB Il
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 5

(1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD.

(2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut
oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 7
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 30 Maret 2009

BUPATI BANGKA,
Cap/dto

YUSRONI YAZID

Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal 30 Maret 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

Cap/dto
TARMIZI H. SAAT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2009 NOMOR 1 SERI D

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KABAG HUKUM DAN ORGANISASI ,

Cap/dto

TERKISAH ALIE HASAN, SH
PEMBINA
NIP. 19560707 197912 1 001



